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FUNGSI KOMIS] OMBUDSMAN DALAM MEWUJUDKAN
NEGARA HUKUM DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Oleh: Moh. Rusdyvanto Puluhulawa

Framsparansy

Abstract

Ehmbradsmen i an independent public officer who is appointed 1o receive
comyaings from citizens about abuses; warearonable ucts, or delavs by sovermmen
agencies. Umbudsman is an official or semi official affice ro which peaple may
come With grievivices connecied with the goverament. In a democratic stote,
transparent aperaiion of state power and governance is regiired i r;;.-;j.._rr_,r}':.u- fir
to flanction effectively and for democracy 1o serve as the mechanism of vovernance
and stale power. Transparancy is o key strategic instrament {n the implemeniasion
af demoecracy and sownd governance. Becanse of the siratesic importance of
tranperancy, i shodd become g principle within staie governance.

Kata  Kuncl  Chwibodonan, Nepora

Hukwm,  Pewserintahan,  Keadilan,

A. Latar Belakang

Pembentukan Komisi Ombudsman
Masional  (KONY i Indonesia
dilatar  belakangi  aleh  suasana
ransisi menuju demokrasi. Pada
saal  itu pemerintahan  vang
berkuasa yakni Presiden
Abdurrahman  Wahid  atau  vang
bizsa dikenal dengan Gus Dur
memutuskan membentik
ombudsman sebagai lembags vang
diberi  wewenang  mengawasi
Kinerja pemerintahan dan pelayvanan
umum lembaga pengadilan.

Dalam perkembanganya  selanjut-
nya, komisi ombudsman memang
agak berbeda  sikap  pendapat
dengan pemerintah vang berkuasa

diszal itu. Sikap berbeda pendapat
tersebut ditunjukkan para anggota
ombudsman  pada  saut terjadi
polemik berkepanjangan  dalam
penganghkatan Ketwa  Mahkamah
Agung, Saat pemerintah dalam hal
ini Presiden Abdulrahman Wahid
tidak berkenaan menetapkan dan
mengangkat satu darl dus orang
calon Ketua Mahkamah Agung
vang dinsulkan oleh DPR. Dalam
hal ini terdapat perbedaan pendapal
antara komisi ombudsman dengan
pemerimah,  Komisi ambuodsman
berpendapat bahwa  berdasarkan
Pasal 8 avat (1), yang pada
dasarnya imiperalii maka
semestinva Presiden dalam
kapasitasnya schagai kepala nepara



mbentukan komisi nmbudsmm?
snjadi  tonggak sejarah mulal
ananekannyva  reformasi dalam
mhag:; pemerintahan dan upaya
rbaikan pelayanan umum secila
hih serius  di Indonesia,
cheradaan  komisi  ombudsman
enjadi  fuktor  penting Il']ill'!
endukung proses demokratisasi
rena telah memberikan inspirasi
aru bagi dikembangkannya model
an Sistem pengawasan independen
srhasis masyarakat yang selama
i mungkin belum pernah ada di
jclonesii,

ierdasarkan  pemaparan  di - atas.
iaka penulis  tertarik  untuk
relakukan penulisan tentang fungsi
amisi pimbudsman dalam
newtjudkan negara hukum  dan
semerintahan vang baik. Adapun
ang menjadi permasalahan dalam
ulisan ini adalah bagaimana fungsi
LM ombudsmarn dalam
newujudkan negara  hukum  dan
pemerintahan vang baik. Sementara
ujuan  penulisan i yakni:
Perrama, untuk  mengembangkan
leori tentang hukum vakni hukun
tata negara, hukum administrasi
negara dan hukum pidana, Kedua.
secara praktis  untuk membern
saran/masukan kepada pemerintah
tentang bagaiaman
menyelenggarakan  pemerintahan
yang baik, bersih dan berwibawa.
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B. Landasan Hukum, Tugas
Dan Asas Komisi Ombudsman

Pada awalnyi pembentukan komisi
ombudsman di Indonesia dimulai
sejak diterbitkannya FKEPPRES
Momor 155 tahun 1999 tentang Tim
Pengkajian Pembentukan Lt:mt?ugu
Ombudsman,  ying  semesunya
dimaksudkan menjadi  landasan
hukum  pembentukan nmbmlﬁmar!
jusiru berbelok menjad
-pmnt:.u:n!ukan tim pengkajian
pernbentukan lembaga ombudsman.
;.S-:lun_] ulnya disusul dengan
dikeluarkannya KEPPRES
(pengganti) Nomor 44 tahun 2[)"5][?
tentang  Pembentukan  Komisi
Ombudsman,

Segara abjekuil pribudsman
nasional  membutuhkan  landasan
hukum/yvuridis yang memadai. Tak
dupat dipungkiri babwa Keputusan
Presiden saja tidaklah cukup kuut
dijadikan sebagai landasan vuridis
keberadaan ombudsman nasional di
Indonesia. Kedudukan  Keputusan
Presiden sccara polilis  sangat
rentan. mudah diubah dan dicabut
oleh Presiden sewakiu-waktu, Hal
ini menjadikan sebagian
masvarakat meraiukan
1ﬂi§=’£]?l€]‘1{]l:l'l:~'~i ombudsman terhadap
pemerintah,

Permvataan di atas sesua dengan
apa yang dikatakan oleh Soewoto.
(Guri Besar Hukum Tatn Negara
LA TR bahwa lembaga
ombud=zman tidak berurusan secara

teknis, hanva schatas MENAMUNE
keluhan masvarakal Lapi punya hak
meminta  keterangan.  Fokusnya
adalah instansi-instansi pemerintah
dalam hal pelayvanan publik yang
tidak melakukan  proses  secara
benar, Intinva di tiap  instansi
pemerintah vang melakukan lavan
publik it bisa dibentuk komisi
seperti - Ombusman  ni, Namun
aturan mainnya tetap diatur dalam
ketentuan perundang-undangan.

Pendapat  yang  sama  juga
dikemukakan oleh mantan Ketua
Komnas HAM Djoko Sugianto
mengatakan  bahwa  Kehadiran
Komisi Ombudsman Nasional tak
perlu membuant Lekuasan
kehakiman bainmya Herisa
tersaingi. Lembaga ini justru akan
memperkuzl kekuasaan kehakiman
untuk  menampung  pengawasan
yang dilakukan masyarakal
lerhadap  penyelenggara  negara.
Permasalahannyva, menurut beliaw.
mestinva  lembaga  ini  dibentuk
melalui - Undang-Undang.  bukan
melalui KEPPRES,

Landasan yuridis vang memadai
menjadi sangat penting karena akan
memperkuat dasar operasional yang
menopang keberadaan ombuodsman
di  Indonesia,  Untuk  menjaga
eksistensi  ombudsiman  nasional,
maka  keberadaan  lembaga  ini
menjadi - sangat  penting  dialur
dalam UUD 1945, Pencantuman
ombudsman dalam ULUD 19435 akan
menempatkan keberadaan
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chsistensi cmbudsmin secarg
filosafis bernilal tinggi.

Menurut Dean Gotehrer dalam
Surshman (2001: 1), pengaturan
ambudsman dalam  konstitusi
umumnya meliputh empat unsur isy
penting yaitu: Lertema,
menvangkut tentang alasan  atau
lwjuan  pembentukan  ombudsman,
Kedua, perintah pengaturan lebih
lanjut  dalam  undang-undang.
Ketiga, syirat-svarat pemberhentian
ombudsman, Keempar,
independensi cmbudsman.

Umumnya  lujuan  pembentukan
ombudsman dalam konstitusi
adalah untuk mencegah perlakuan
tidak adil dari penvelegaars negara

bl

dalam proses pemberian pelayanan
LTI kepada masyarakat,
Pengaturan  oinbudsman  dalam
konstitusi - menjadi sangat  urgen
dilakukan  terutamas  bagi  negara-
Negara  vang  menganul - sistem
pemerinaban Presidensial,

Di Indonesiz sendiri ombudsman
memiliki — peluang  memperoleh
kepatuhan ilan dihormati
penyelengeara negara, Lebih-lebih
apabila PR dan MPR nantinya
telah memperkuat landasan yuridis
dengan mengesahkan  pengaturan
ombudsman  dalam  amandemen
LILTEY 1445,

Dengan  berlakunya  Keputusan
Fresiden  ini.  maka  Keputusan
Presiden Repubik Indonesia Nomar
135 tahun 1999 tentang Tim



rengkajian Pembentukan
ymbudsman dinyatakan  tidak
erlaku, Dalam Pasal 3 KEPPRES
Jomor 44 tahun 2000 tentang
Somist Ombudsman,  ditegaskan
sahwa tujuan ombudsman nasionil
wlalih untuk mcmbantu
nenciptakan dan atau
nengembangkan  kondisi - yang
condusit dalam melaksanakan
sermberantasan KRN serta
neningkatkan perlindungan  hak-
1ak masyarakat agar memperoleh
Jelayvanan Lmum, keadilan,
cesejahteraan sccara lebih baik,

Lemudian Pasal 4 KEPPRES 44
ahun 2000, bahwa  ombudsman
nasional mempunyal lugas yvakni
Paptame, menvebarluaskan
pemahaman mengenal  lembaga
ombudsman.  Aeduwa,  melakukan
koordinasi dan atau kerja sama
dengan instansi pemerintih,
Perguruan Tingai, Lembaga
Swadava Masvarakat, Para Al
Prakiisi, Organisasi  Profesi dan
lain-lain. Ketiga, melakukan
langkah  untuk  menindaklanjut
laporan atin informasi mengenai
terjadinya  penyimpangan  oleh
penvelenggaraan  negara  dalam
melaksanakan  tugasnva  maupun
dalam  memberikan  pelayinan
umum. Keempal, mempersiapkan
konsep rancangan undang-undang
tentang ombudsman nasional.

Pada dasarnva ombudsmarn
nasioonal adalah lembagza

Pengawasan masyarakat  vang
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berasaskan Pancasila dan bersifat
mandiri, serld berwenang
melakukan klarifikasi., monitoring
atan  pemeriksaan  atas laporan

masyarukil mengenii
penvelengmarzan negara khususnya
pelaksanaun aleh apartur
pemerintahan termasuk lembaga
peradilan lerlima dalam

memberikan  pelavanan kepada
masyarakat,

C. Pengertian Dan Jenis-Jenis
Ombudsman

Dalam Pasal 2 KEPPRES No 44
tahun 2000 dinvatakan  bahwa
ambudsman nasional adalah
lembaga  pengawasan  masvarakat
yang berasaskan  Pancasila dan
bersifar mandini, serta berwenang
melakukan klarifikasi, monitoring
atau  pemeriksaan atas  laporan
masyarikil mengenai
penyelenggartan negata kKhususnya
pelaksanaan aparatur pemerintahan
Lermisik lembaga peradilan
leruiama dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat,

Selanjmnya  Rancangan  Undang-
Undang  tentang  Ombudsman
Republik  Indonesia,  terutama
dalam Bab 1 Ketentuan Umum
vakni Pasal | avat (1) discbutkan
ombudsman adalah lembaga negara
vang diadakan untuk mengawasi
penvelengearaan  tugas  pelayanan
negara di pusat dan daerah kepada
masyarakat, eleh aparat
penyelenggara  negara,  Badan

Usaha Miliki Megara (BUMN), dan
Badan  Usaba  Milik  Dacrah
(BLIMIY), dan Badan Hukum Milik
MNegard (BHMNL Sememtara Pasal
I avat (2) berbunyvi ombudsman
nasional adalah ombudsman vang
berkedudukan i Thukata HEEEI';IL
menangani tindakan mal-
administrasi vang terjadi di seluruh
wilayah Republik Indonesin, Dan
Pasal 1  avar  (3)  herbunyi
ambudsman daerah adalah Iumbnga
daerah  yanz  diadakan  untuk
mengawasi penyelenggaraan tugas
pelayanan  pemerintah  daerah
kepada masyarakat di  daerah
provinsi ilan alaw daerah
kabupaten/kota,

Fada awalnya instilusi ombudsman
hanya dikenal di negara Swedia.
Kemudian  dalam  perkembangan
selanjutnya  mula diadopsi oleh
hegari-negara i dunis, termasuk
Juga negara Republik  Indonesiy,
Neg;i{a vang  pertama Kali
mengikuti  pembentukan  istitus
m_ubuds,mem setelah Swedia adalah
Finlandia dan Denmark. Denpan
demikian dapal dikatakan
perkembangan institusi ombudsman
saat itu di mulai dari negara-negara
Skandinavia. -

fwﬁfﬁ'nurut Masthuri (20043, bila
dilihat  darj berbagai  aspek,
Oombudsman dapat djl:ag:i menjadi
beberapy jenis schagai berikul;

Y

& Drar Furun wakty
pembentukannya, institusi
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ombudsman dapat dibedakan
menjadi  amhudsinan  klasik
dan oashuedsman modern,

= Dilthat  dari mandat  dan
1Inekamsme pertangeung
Jawabannya, institusi

ombudsman dapat dibedakan
menjadi  duz jenis  vaitu
anthudsman pariementer dan

o sy cksefnril.
Ombudsman parlementer
adalal - ombudsman  vang

dipilih oleh parlemen  dan
bertanggung  jawab  kepada
parlemen, Sementara
ombudsman  ckskutif adalah
adalah ombudsman  vang
dipilih oleh Presiden. Perdana
Menterl atau Kepala Dacrah.
dan bertanggung  jawah
kepada mercka.

= Dilihat dari jenis isu dan
institusi - yang  membentuk.
Dalam ombudsman ini dapat
dibedakan menjadi tiga jenis
vaitu  ombudsman publit,
ambudsman swasea dan
anrhudsinan fivbried,
Umbudsman  publik  adalah
ombudsman  vang  dibentuk
oleh institusi publik untuk
mengawasi proses pemberian
pelayanan LU bagi
masyarakat sebuah  negara.
Ombudsman  swasta  adalah
ombudsman  vang  dibentuk
oleh institusi swasta untuk
mengawasl proses pelavanan
LITELm P(‘.‘Fllﬁﬂ.llflﬂ SWwWasti



terhadap konsumennyva. Serta
pmbudsmen  hybrid  adalah
ombudsman vang  dibenuok
oleh swasta atas mandat yang
diberikan  negara  unluk
mengawasi proses pelayanan
umum di sekior swasta.

Dilihat  dari batas  wilavah
vuridiksinya. [nstitusi
oimbudsman ini dapat
dibedakan lagi menjadi tiga
jenis  yaknd  ombudsian
sesional, ombudsman dacrah.
dan crhsclsia
multinagsiona!,  Ombudsman
nasional adalah ombudsman
yang  wilayah  kerjanva
mencakup  seluruh  wilayah
negara di mana ombudsman
tersebut berada, Ombudsman
dacrah  adalah  ombuodsman
yang wilavah kerjanva hanva
terbatas  pada satu  daerah
lertentu di suat negara, hisa
dalam level pravinsi,
kabupaten. kota,  maupun
negara bagian. Ombudsman
multinasional adalah
ombudsman  vang  wilaysh
kerjanva sekaligus mencakup
beherapa negara.
Ommbudsman ini dibentuk atas
kesepahaman masing-masing

NeEara akan perlunyva
membangun sisLem

pengawasan  bersama dalam
proses  pelavanan umom
tertentu.
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D, Ombudsman Dalam Suato
MNesara Hulkum Yang
Berdemokrasi

Meskipun ULD 1945 menjamin
adanva negara hukum pamun dalam
kenvataan  masth  belum  dapat
diwujudkan  dalam  kehidupan
schari-hari dan  dirasakan  rakvat
Indonesia  serta  masih  banvak
ketidakadilan di bidang  hukum,
siosial, dan  ekonomi.  Keadilan
belum menventuh seluruh lapisan
masyarakat khususnva sl miskin
masih - menjadi  obwvek  represi.
korban penyiksaan {rorture).
perlakuan tidak Manusiawi
(infman and degrading trear-
ment), pemerasan dan tidak mem-
peroleh pembelaan yvang layvak dari
profesi hukom  {aeces fo feoal

ceryel ).

Kuarena  ilu kehaditan  lembaga
Crmbudzman merupakan
keniscayaan dalam sebuah negara
hukum vang demaokratizs i mana
transparansi publik menjadi
prasyaral penting. Secara historis
bahwa prinsip  demokrasi lahir
sebagai saudara kembar dari prinsip
negars hukum,  Ketika  gagasan
demokrasi muenecul, maka
pemunculannya ditkuti oleh prinsip
negara hokum  sebagal  prosedur
memproses  aspirasi  rakyat  dan
prosedur untuk menesakannyva. Ada
juga  pendapat yang mengatakan
bahwa tidak ada demokrasi tanpa
ada hukum vang tegak dan tidak
ada  hukum  wyang tegak ianpa

pembangunan  kehidupan  politik
vang demokratis, Oleh Karena it
mutlak diperlukan adanya hukum di
dalam setiap negara demokrasi.

Demokrasi dapat dipahami sebagal
suatl proses  vang  mengarahkan
agar pemerintah  secara sensitif
dapat menangkap aspirasi,
melibatkan partisipasi, dan
mengutamakan Kepentingan rakyal
daripada kepentingan  penguasa,
individu dan golongan. Demaokrasi
sebagai  dasar  hidup  bernegara
memberi pengertian  bahwa pada
tingkat terakhir rakvar memberikan
ketentuan  dalam masalah-mazalah
pokok  mengenai  kehidupannya

termasuk dalam menilii
kebijaksanaan  negara.  karena
kebijaksanann tersehot

menentukkan kehidupan rakyar.

Dalam  sistem  demokrasi, rakyat
ditempatkan ke  dalam  domain
utama karena karena pada dasarmya
rakyat adalah pemegang kedaulatan
tertinggi di sebuah negara. Pada
dasarnya demokrasi tidak  hanva
berbicara tentang teari cara-cara
yang dimungkinkan urkuk
mengorganisasikan  pemerintahan
rakyal, tetapi juga filsafal tentane
bagaimana cara terbaik 1*.1::11:h:=nguﬁ
Pemerintahan | Sorensen 2003 2.

Dengan demikian apa yang menjadi
concern ombudsman di Indonesia
Pada  dasarnya  adalah bagian
Penting dari prasyarat
terselenggaranya proses demokrasi
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dan mendukung Lpaya
mewujudkan  lransparansi  publik.
Lebih jauh lagi dalam mendukung
proses demokrasi. Ombudsman di

Indonesia merupakan bagian
penting  dari dari  upaya untuk
mendorong adanya jaminan

kebebasan memperoleh informasi,
pengawasan yang efektif terhadap
eksekutif dan  pencgakan  hukum
yang menjadikan keadilan sebagai
isu pokok,

Selama ini lebih dari tiga dasawarsa
di bawah rezim Orde Baru, peran
kekuasaan  pemerintah [(eksekutif)
sungeuh amat dominan sehingga
masyarakal lebih banyak menjadi
abjek vang digwasi daripadas sebuah
subjek yvang mengawasi (Sujata &
Surachman 2002 41, Seielah
kekuasaan rexim orde baru runtuh,
proses demokrasi mengalami masa
fransisl vang panjang dan penuh
berliku, Pada  masa itulah
ombudsman di - Indonesia lahir
menjadi  bagian  penting  dalam
sejarah framsisd menuju demoekrasi.

Pembentukan  oleh  pemerintah
terhadap  lembage  ombudsman
dilaksanakan  untuk  mendukung
terwujud  dan berkembangnya
pemerintahan yang bebas korupsi.
serta dalam rangka mewujudkan
praktis  bisnis berkelanjutan yang
beretika serta mendorong  peran
masvarakatl dalam penvelenggaraan
pelayanan publik yang baik dan
beretika oleh instansi pemerintah
dan instansi swasta.



Pembentukan lembaga ombudsman
iersehut, sempat membawa  pada
sckelompok orang tertentu untuk
hertanya-tanya apakah tidak lerjadi
tumpang tindih fembaga
ombudsman  dengan  keberadaan
Komite Pemberantasan  Korupsi
(KPKY  Imdonesian  Corruption
Waich (ICW)., Yavasan Lembaga
Konsumen [ndonesia (YLKI) dan
Komite  Pengawas  Persaingan
Usaha (KPPU) yang wilayah
ketjanya di seluruh negeri ini. Perlu
diketahui saja. dengan adanya 1CW
korupsi bukannya semakin redup
malah semakin menzgzila,
Contohnya  saja  terjadi  korupsi
massal vang dilakukan oleh para
anggota Dewan Perwakilan Rakyal
Dagrah (DPRD) hampir di seluruh
daerah nezeri ini.

Dremikinn juga dengan Y LKL vang
salah  satu tugasnya  adalah
menerima pengaduan dari
konsumen dikarenakan  perilaku
dunia dunia usaha vang kurang
beretika semisal tidak mencantum-
kan label yvang semestinya, Begitu
pula dengan KPPU tugasnyva juga
mengawasi  persainganoantara
pelaku dunia usaha yang muaranya
agar terjadi  praktik bhisnis  vang
beretika. Tetapi kalan kita lihat
dengan jujur. berapa banyvak pelaku
dunia  usaha wang  mendapat
ganjaran  atau  hukuman - dengan
perilakunya yang tidak beretika.

Semakin  jelas  bahwa  suasana
demaokratis  dan jaminan  adanyva
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{ransparansi publik sebagai prasya-
rat bagi pemerintah dalam membuat
dan melzksanakan kehijakan
publik, adalah faktor yang sangat
penting bagi ombudsman. Kondisi
tersebut dapat mendukung pening-
katan peran ombudsman  sebagai
aktor penting dalam  mendorong
proses demokritisasi ke arah yang
tepal.

E. Asas Pemerintahan Yang
Baik Ian Benar/Good
Governance

Secara sederhana good governanee
dapat  diartikan  sebagal prinsip
dalam mengatur pemerintahan yang
memungkinkan layanan publiknya
seoar efisicn, sistemm
pengadilannya bisa diandalkan. dan
administrasinyva berlanggung jawab
pada publik (Masoed. 2003; 1507,
Menurut Hardijanto (20007,
pengertian goverHance
mengandung makna vang lebih luas
vaitu sebagai proses pemerintahan,
karena i dalamnya  mencakup
mekanisme  pengelolaan  sumber
dava ckonomi dan sosial  yang
melibatkan sektor negara,
masvarakat dan  swasta  atau
diklasifikasikan  menjadi  unsur
negara dan non negara.

Secara  lebih mendasar  good
gr_?l‘l'u'f'.'ldin'?li‘t‘ I'I'Il..'rlli'.liikii.[t ]'I'l.ﬂl'l”ll.'!ﬂla_"\'i
dari serangkaian asas-asas  yang
menjadi landasan filosofis dalam
menjalankan  pemerintahan,  Asas
sendiri dapat  dimaknai  sebagai

asas-asas atau biasa disebut juea
prinsip-prinsip  dasar. Selain ity
asgs-asas  merupakan  nilai-nilyg
vang menjadi tink  tolak.  Nilai
sendiri pada dasarnva merupakan
sesuatu  vang  berguna  bagi
kehidupan  manusia,  baik  lahir
maupun bathin.

Menurut The Liang Gie (1982: 10y,
asas adalah  dalil umum  yang
dinvatakan dalam istilah  umuom
atau tanpa menvarankan cara-cara
khusus mengenai pelaksanazannya.
yang diterapkan pada serangkaian
perbuatan untuk menjadi petunjuk
yang tepal bagl perbuatan i, Aty
suatu asas merupakan  perilaku
abstrak diperumum anggota-
anggota  dari sebuah  kelompok
merasakannya  scbagai  suatu
perikatan  positif  yang  bercorak
emosional secara kuat dan vang
memberikan suatn ukuran  untuk
menilai  perbuatan-perbuatan  dan
tujuan-tujuan khuosus,

Asas demokrasi dalsm  prosedur
berkenaan dengan asas keterbukaan
dalam penyelenggraan
Pemerintahan.  Asas  keterbukaan
mewajibkan  pemerintah untuk
secara aktif memberikan informusi
kepada masyarakat tentang suatu
rencana tindak pemerintahan dan
mm}-'aj]hkan untuk  memberikan
Penjelasan kepada masvarakal atas
hal yang diminta. Keterbukaan
Pemerintah memungkinkan peran
serta masyarzkat dilam
Pengambilan keputusan,
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salah satu Ketetapan wvang vang
dihasilkan  oleh  sidang  istimewa
MPR  adalah TAP MPR No
NENMPRITO0E tentang
Penvelenggaraan  MNegara Yang
Bersih Dan Bebas Korupsi, Kaolusi
Dan Mepotisme (KKN). Ketetapan
tersebud merupakan luniulan
retormasi yang harus dibual dan
dilaksanakan secara sadar uniuk
menata  kekupsaan  benar-benar
diarahkan bagi perlindungan
hukum bagi rakvat,

Adanya  kosis ekonomi  dan
kepercayaan terhadap  pemerintah
ity adalah wajar bilamana rakvat
semakin sadar bahwa pemeriniah
it seyogyanya mengemban amanat
penderitaan  rakvat,  dan bukan
bersikeras untuk selalu
membenarkan secala lindukan atas
kebijaksanasannya.  Pemerintahan
yang bersih harus mengarah pada
tormulasi asas-asas keabsahan,

Konsep pemerintahan vang bersih
bukanlah suatu konsep normatif
oleh karena ito ada uburgn normatif
yang  vang harus diatr, Dalam
bahasa normatif konsep
pemerintahan yang hersih sejajar
dengan  konsep asas  keabsahan
dalam  pemerintahan.  Mensacy
pada konsep tersebut. maka }-':il'lll
dimaksudkan dengan pe:ncrin[;}lmﬂ
yang  bersih di 0 sini adalah
pemerintahan vang berkaitan
dengan keabszahan.
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transparansi publik sebagai prasya-
ral hagi pemerintah dalam membuat
dan melaksanakan kehijakan
publik, adalah fakor yang sangat
penting bagi ambudsman. Kondisi
tersebul dapat mendukung pening-
katan peran ombudsman sehagai
aktor penting dalam  mendorong
proses demokralisasi ke arah vang
tepal.

F. Asas Pemerintahan Yang
Baik Dan Benar/Good
Governance

Secara sederhana good governance
dapat diartikan  sebagai  prinsip
dalam mengatur pemerintahan yang
memungkinkan layanan publiknya
secara efisien, sistem
pengadilannya bisa diandalkan. dan
administrasinya berlanggung jawab
pada publik (Masoed, 2003; 1500.
Menurut Hardijanto {2000,
pengertian SOVErnuNCe
mengandung makna vang lebih luas
yailL? sehapgai proses pemerintahan,
karena di dalamnya mencakup
mekanisme pengelolaan  sumber
dava ekonomi dan sosial  yang
melibatkan sektor negara,
masvarakat  dan swasta atau
diklasifikasikan  menjadi  unsur
negara din non negara.

Secara  lehih  mendasar  good
governance merupakan manifestasi
dari  serangkaian asas-asas  yang
menjadi landasan filosofis dalam
menjalunkan  pemerimtahan,  Asas
sendiri dapat  dimaknai  sebagai

Serty

gsas-psas atau biasa dischut jugs
prinsip-prinsip dasar, Selain ity
asas-asas  merupakan  nilai-nilai
yang menjadi titik tolak. Milai
sendiri pada dasarnya merupakan
sesuatu vang berguna bagi
kehidupan  manusia;  baik  lahir
maupun bathin,

Menurut The Liang Gie ( [982: 1),
asas adalah  dalil umum vang
dinvatakan dalam istilah  wmuom
atau tanpa menvarankan cara-cara
khusus mengenai pelaksanaannya,
vang diterapkian pada serangkaian
perbuatan untuk menjadi petunjuk
vang tepat bagi perbuatan i, Arau
suatl  asas  merupaken  perilaku
abstrak  diperumum anggota-
anggota  dari sebuah  kelompok
merasakannya sebagai st
perikatan positif  vang  bercorak
emosional secara kuat dan vang
memberikan  suatu  ukuran  untuk
mvlanilai perbuatan-perbustan  dan
tujuan-tujuan khusus,

Asas demokrasi dalam prosedur
berkenaan dengan asas keterbukaan
dalam penyelenggraan
Pemerintahan.  Asas  keterbukaan
Mewajibkan  pemerintah untuk
Secara aktif memberikan informasi
kepada masyarakat lentang  suatuy
Tencana tindak pemerintahan dan
Mewajibkan  untuk  memberikan
Penjelasan kepada masyarakat atas
al yang diminta. Keterbukaan
Pemeriniah memungkinkan  peran

masyarakat dalam
Pengambilan keputusan.
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Salah satu ketetapan vang yang
dihasilkan  oleh sidang  istimewa
MPE o adalah TAP MPR No
MIMPRAD9E tenang
Penyelenggaraan  Megara  Yang
Bersih Dan Bebas Korupsi. Kalusi
Dan Mepotisme (KKN). Ketetapan
tersebut merupakan luniulan
reformasi yang harus dibuat dan
dilaksanakan secarn sadar untuk
menata kekugsaan  benar-benar
diarahkan bagi perlindungan
hukum bagi rakyat,

Adanya  krisis  ekonomi dan
Repercayaan terhadap  pemerintah
iy adalah wajar bilamana rakval
semakin sadar bahwa pemerintah
it seyogyanva mengemban amanal
penderitaan  rakyal, dan  huokan
bersikeras untuk selaly
membenarkan segala tindakan atas
Lebijaksanaannya. Pemerintahan
vang bersih harus mengarah pada
formulasi asas-asas keabsahan,

Konsep pemerintzhan vang bersih
bukanlah suatu konsep normatif,
aleh karena itu ada ukuran normatif
vang  wvang harus Jiatur, Dalam
bahasza normatif konsep
pemerintahan yang bersih sejajar
dengan  konsep  asas  keabsahan
dalam  pemerintahan.  Mengacu
mada konsep tersebut. maka vang
dimaksudkan dengan pemerintahan
vang  bersih  di sini adalah
pemerintahan yang  berkaitan
dengan keabsahan.



Denean demikian dapat dikatakan
balhwa pemerintahan yang bersih
adalah pemerintahan VHTIE
herdasarkan  atas  beberapa asas
penting. Adapun asas-asas  yang
termasuk dalam pemerintahan vang
bersih tersebut  menurut - Budhi
Masthurd  (2005;  29-30).  adalah
sehagai  berikut:  Pertama,  asas
kecermatan,  Asas Nl herarti
tindakan vang dilakukan seorang
pejabat  publik  baik  berupa
kepulusan ML kehijakan
haruslah  memiliki nilai  akurasi

VANE linggi. Keda, asis
objektifitas. Asas ini berarti pada
satil mempersiapkan serli

mengeluarkan  keputusan, seorang
pejabal  publik  harus  menunjang
linggi kejujuran dengan
mempertimbangkan  scmua fakia
yang relevan terhadap kepentingan
semua pihak,  Retigo, asas
keseimbangan,  Asas  ini berarli
dalam hal pemberian penghargaan
dan hukuman, sctiap tindakan yang
dilakukan secorang pejabat  pubfik

harus menjamin adany
Keseimbangan sanksi yang
diterapkan dengan bobot

pelanggaran vang  dilakukan.
Keempal, asas persamaan. Asas ind
berasti dalam hal - memberikan
pelayanan umum, seorang pejabat
publik  harus  menjamin bahwa
terhadap peristiwa vang sama akan
diatur dengan hukum yang sama
pula. KNelima, asas keadilan. Asas
ini berarti pada saat mengeluarkan
keputusan seorang pejabat publik
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tidak baleh bersikap menghalang-
halangi kesempatan orang lain yang
berkepentingan memperileh
keputusan  vang menguntungkan
baginyi, Keenam, asis
pertimbangan.  Asas  ini berarli
semua  keputusan  pejabat publik
harus  dilandasi  pertimbangan
hukum yang benar, patut dan adil
Ketujuh, asas tidak berlaku surut.
Asas ini berartl setiup keputusan
vang dlambil  seorang  pejabat
publik tidak boleh berlaku untuk
perbuatan masa lalu. Kedelapan,
asas kepercavaan, Asas ini berarli
apabila  pejabat  publik  telah
mengambil suaty keputusan yang
herakibat - menimbulkan  harapan
maka tidak  boeleh  diingkari  di
kemudian hari. Kesembilun, asas
kepastian hukum. Asas ini herarti
seorzng pejabat publik tidak boleh
sewaklu-wakin membatalkan  atau
mengubah keputusannya sehingga
menimbulkan keragu-raguan,

Menurut Budhi Masthori (20017,
kesembilan  asas  terscbut  dapat
dirangkum  menjadi  tiga  asas
penting yang merupakan  intisari
dalam good governance.  yailu
akuntabilitas  puoblik,  kepastian
hukum dan transparansi publik.

F. Ombudsman Sebagai
Sarana  Membangun  Nega-
ra  Hukum Dan Pemerin-
tahan Yang Baik.

Berdasarkan laporun tahunan dar
Komisi  Ombudsman  Nasional
menunjukkan  haliwa tumpulnys
pencgakan  hukum  di Indonesia
disebabkan oleh  perbuatan  mal-
administrasi = (maladninisiration)
vang  dilakukan  penyelenggara
negara, khususnyva aparat pencgak
hukum (law enforcer) daun lembas
peradilan seperti penanganan }'nﬁu
berlarut-larul, bertindak sewenang-
wenang, pemalsuan dokumen. dan
lain-lain.

Pengertian mal-administrasi
(maladministrationy  dalam  suatu
instansi pemerintah, vaitu adanya
Ikepumsan atau  tindakan 1-;1513
langeal  (nappropriate),  vano
SEwenang-wenang (arbitrary),
menyimpang  (deviare),  bahkan
melanggar ketentuan  hukum, dan
telah terjadi penyalaheunaan
Wewenang  atan kuwue:;angﬂn
(@buse of power. detournamen e
Pwvoir),  juga  Jika terasa  ada
pe_langgm'an kepatutan  (equin)
Yaiu sekalipun menurut hukum
dapat dibenarkan, akan tetapi nyata-
Nyala atau dapat dirasakan telsh
terjadi  ketidakadilan, Menurut
Widodo  (200)- 259y mal-
administrasi adalah  suaty praktik
Yang  menyimpang  dari etika
administrasi, atau  suaty praktik
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administrasi vang menjauhkan dari
pencapatan tujean sdministrasi.

Secara lebih luas mal-adminisirasi
publik  dapar  divkur  dengan
mengeunikan parameter asas-gsas
pemerintahan  yang  baik  (good
Sovernance). Pada dasarmva asas
pemerintahan vang baik tersehut
merupakan kristalisasi dari prinsip-
prinsip akuntabilitas publik,
ransparansi/kelerbukazn, dan
kepastian hukum.  Akuntzbilitas
publik menghendaki setiap perilaku
dan tindakan pejabat publik haik
dalam hal pengambilan kebijakan
publik, keuangan, dan hukum harus
dipat  dipertanggung  jawabkan
kepada masyarakar.
Mransparansiketerbukaan
mensvaratkan hihwa setiap pejabat
publix  berkewajiban memberikan
dan membuka  informasi publik
secara benar,  jujur dan (idak
diskriminatif. baik diminta mapun
tidak  diminta oleh  masyarakat,
Adapun Kepastian frukum
merupakan kewajiban bagi setiap
pejabat publik untuk memberikan
Jaminan rasa keadilan masvarakal
terhadap setiap  kebijakan publik
vang diambil.

Dengan demikian tindakan peiaba
publik vang tidak sesuai dengan
asas - pemerintzhan yang  baik,
seperti  antara lain tindakan
pengambilan kebijakan publik ving
tidak  transparan/tidak pﬂ['[if&ii:ﬂﬂ[jf.

tidak dapat dipertanggung

jawabkan  secara  publik  dan



dengan proses pemberian pelayanan
wmm kepada masyarakal.
tujuannva  adalah membantu

menciptakan kondisi vang kondusi?

dalam melaksanakan
pemberantasan korupsi kolusi dan
nepotisme,

Karenanya untuk  mengakhiri
tulisan ini penulis mengajak kita
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semua mendukung dan membaniu
lugas vang vang diemban oleh
lembaga  ombudsman.  Hal  ini
dalam rangka meringankan fugas
tembaga ombudsman yang begitu
berat, sehingga tujuan awal dari
pendir negari ini untuk
menciptakan pemerintahan  yang
lrzik dam masvarakal vang adil dan
makmur segera terwujucd,
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